WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 48 TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 055 TAHUN
2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

Menimbang

KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Bandung Tahun 2019-2023 telah ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 055
Tahun 2019, namun dalam perkembangannya
terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-
2024, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud
perlu disesuaikan;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah
yang telah Menyusun Road Map Reformasi
Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019 harus
menyesuaikan dengan Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024;

c. bahwa ...
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Wali Kota  tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 055
Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun
2019-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun
2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019);

10. Peraturan ...
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Menetapkan

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun
2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 055
TAHUN 2019 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN
2019-2023.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 055 Tahun 2019 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung Tahun
2019-2023 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019
Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Kota adalah pedoman rencana kerja Grand Design
Reformasi Birokrasi dan rencana program kegiatan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota selama

5 (lima) Tahun kedepan yaitu Tahun 2019-2023.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4
Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya
Birokrasi yang bersih dari KKN (Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme), Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel,

Birokrasi yang Kapabel dan Pelayanan Publik Prima.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah,

sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan
melalui program yang berorientasi pada hasil.
(2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Manajemen Perubahan;

=

Deregulasi Kebijakan;

Penataan dan Penguatan Organisasi;

B oo

Penataan Tatalaksana;
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

Penguatan Akuntabilitas;

@ oo

Penguatan Pengawasan; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

(3) Kegiatan disusun berdasarkan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Ketentuan ...
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4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2022
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19760604 200604 1 002
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